
GEBERJ{ LTR G GR.ONTA]LO

PERATURAN GUBERNUR PROVTNSI GORONTALO

NOMOR .,.? TAHUN 2OIg

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEI<NIS
DINAS BALAI PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU

Menimbang

HASIL PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nonror 12

Tahun 2or3 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk

organisasi dan Tata Kerja unit pelaksama Teknis Dinas

Batai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil perikanan

Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud

dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur

Gorontalo tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai pengendalian dan

Pengujian Mutu Hasil Perikanan provinsi Gorontalo;

: 1. undang-undang Nomor 8 Tahun lgr4 tentang p,ckok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Ind.onesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun lggg

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3S9O);

2. undang-undang Nomor 38 Tahun 2ooo te'tang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (kmbaran Nr:gara

Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 25g, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aO6O);
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3 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentanEl

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reprublik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Urrdang

Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 ter:tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep,ublik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran.

Negara Republik Indonesia Nomor a8441;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antaria Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep,ublik.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa3g;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OOg tentang perub,ahan

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 terltang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI terrtang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2Oi.I Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negar.a Republik indonesia

Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaril Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor .[4O, Tambahan Lemtraran
Negara Repubiik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oor terrtang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, ,Can pemerintahan DaLerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nr:gara
Republik Indonesia Nomor aT3T);

Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2oa'T ten.tang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara. Repr-rblik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 85, Tambahan Lem
Negara Republik Indonesia Nomor aTaO\
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10. Peraturan Daerah Nomor I'2 Tahun 2At:J tentang,

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorc'ntalo

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2Ol3

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi. Gorc'ntalo

Nomor i0) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TEN'IANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI D,AN TATA KERJA UNIT'

PELAKSANA TEKNIS DINAS BAL,AI PENGENDALIAN DAN

PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN PRO'fINSI

GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Frovinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Nr:gara
Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dima.ksud
dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 7945.

3. Pemerintah Daerah adalah G'ubernur, Bupati, atau
Walikota, dan perangkat daerah sebageii Lrnsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Gorontalo.

6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Gorontalo.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD
adalah Unit Pelaksana Teknis Din.as Balai Pengendalian dan
Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

8. Baiai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
yang selanjutnya disingkat BPPMHP adalah Elalai yang
melakukan pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan
sekaligus juga laboratorium yangi melakukan pengendalian
yang berhubungan dengan mutu hasil perikanan;
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9, Pengendalian adaiah kegiatan yang dilakukan oleh BPI'MHP

untuk menilai kesesuaian antana penerapan sistem mutu

oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan clalam

rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil

perikanan;

10. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan serl.ifikat.

kesehatan terhadap produk perikanan yang telah memenuhi

persyaratan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelallsana

Teknis Dinas Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil

Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasai 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelallsana

teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan bertangSungiawab kepada Kepala

Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengujian

mutu dan sertifikasi hasil perikanan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

a. men)rusun rencana kegiatan pengendalian dan pengujian

mutu hasil perikanan;

b. melaksanakan Sertifikasi hasii perikanan;
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c. melaksanakan pengambilan contoh, pengujian laborrrtoris

terhadap bahan baku, bahan penolong dan atau L,ahan

tambahan makanan serta produk akhir;

d. melaksanakan pengendalian mutu hasil perikanan yang,

didistribusi atau dipasarkan ;
e. mengembangkan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

f. membuat laporan secara berkala.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Organisasi Balai Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil

Perikanan terdiri atas :

a. Kepala BPPMHP;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengujian

d. Seksi Pengendalian Mutu dan Teknologi.

(2) Stuktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasa-l 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPF,MHP

bertanggungj awab kepada Kepala Dinas;

(2) Kepala BPPMHP wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan IJPTD

maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 Kepala BPPMHP mempunyai lungsi :

a. men5rusun rencana kegiatan;

b. melaksanakan pengontrolan terhadap pengambila.n co:etoh,
pengujian laboratories terhadap bahan baku, bahan
penolong dan bahan tambahan makanan produk hasil
perikanan;
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c. memberi bimbingan teknis yang berhubungan dengan

pengujian, pengendalian mutu dan pengembangan tekttologi

hasil perikanan;

d. memberikan pelayanan serti{ikat kesehatan terkradap

produk perikanan yang diekspor sesuai Standar Nas;ional

Indonesia;

e. melakukan monitoring mutu hasil perikanan;

f. membuat laporan secara berkala.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan

pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud clalam

Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mem'punyai fungsi :

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata.

usaha;

b. menyiapkan rencana serta progr€rm kegiatan rutin dibidang

pengendalian, teknologi dan pengujian mutu hasil

perikanan;

c. pengelolaan administrasi keuangan, kepeganvaian dan

umum;

d. melaksanakan pemantaltan, monitoring dan evaluasi;

e. membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pengujian

Pasai 1 I

Seksi Pengujian mempunyar tugas melaksanakan pengujian

mutu hasil perikanan.

Pasal 12

Dalam menyeienggarakan tugas sebergaimana dimaksud d.alam
pasal 11 Seksi Pengujian mempunyai fungsi:

a. menyiapkan rencana kegiatan;

b. melaksanakan pengujian mutu heisil perikanan;
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c .

d.

melakukan pengawasan dan kecermatan bekerja di

laboratorium Unit Pengolahan Ikan di wilayah kerjanya;

membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Seksi Pengendalian Mutu dan Teknologi

Pasal 13

Seksi Pengendalian Mutu dan Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian mutu dan pengiembeLngan

teknologi hasil perikanan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas seba.gaimana dimaksud dalam

pasal 13 Seksi Pengendalian Mutu dan Teknologi mempr-rnyai

fungsi :

a. menyiapkan rencana kegiatan;

b. melakukan monitoring cemaran mikrobiologi dan kimiawi

c. melakukan pengarnbilan contoh ke Unit Pengolahan Ikzrr;

d. melakukan pengembangan teknologi produk nilai tamb;ah;

e. membuat laporan secara berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal i5

Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekrr:taris

Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangarL;

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan

diberhentikan sesuai peraturan prerundang-unda:tgan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perat.uran

Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan perat.uran
perundang-undangan.

( 1 )
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlakr-r pada tanggal ditetapl.:an.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur :ini dengan penempata,nnya

dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN i!013 NOMOR 4t:
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR , 4i. TAHUN 2Ol3
TANGGAL :  : -  iecs: :bcr 2013
TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTTIKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKIJANA
TEKNIS DINAS BALAI PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN
MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI GORONTALO

SEKSI
PENGENDALIAN MUTU DAN

TEKNOLOGI

SEKSI
PENGUJIAN
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